PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 12 TAHUN 1959
TENTANG
SUSUNAN MAJELI S PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa sebagai |anjutan dari Penetapan Presiden Republik |ndonesia
No. 2 tahun 1959 tentang Mjelis Pernmusyawaratan Rakyat Senentara
perl u di adakan peraturan tentang susunan Majelis tersebut;

Mengi ngat

Penet apan Presi den Republik Indonesia No. 2 tahun 1959;

Mendengar ;

1. Dewan Pertinbangan Agung Senentara pada tanggal 25 Septenber
1959;

2. Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 15 Desenber 1959;
Menut uskan :

Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang susunan Mjelis Pernusyawaratan Rakyat
Senent ar a.

BAB |
JUMLAH ANGGOTA
MAJELI S PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Pasal 1

Maj el is Pernmusyawaratan Rakyat Senentara terdiri atas anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditanbah dengan utusan- utusan
daerah dan wakil -waki| gol ongan karya yang jum ahnya adal ah seperti
tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 2

Ut usan-utusan daerah berjumah 94 orang yang dibagi sebagai
beri kut :

Jawa Ti nur - 5 orang.
Jawa Tengah - "
Jawa Bar at -
Sul awesi Sel at an -
Sumatera Wara -
Sumat era Sel at an -
Sumat er a Bar at -
Yogyakart a -
Jakarta -
10. Nusa Tenggara Ti nmur -
11. Nusa Tenggara Barat -
12. Bali -
13. Kalinmantan Sel at an -
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(2)

Aceh -
Kal i mant an Bar at -
Sul anesi U ara -
R au -
Mal uku -
Janbi -
Sul awesi Tenggar a -
Sul awesi Tengah -
Kal i mant an Ti nur -
Kal i mant an Tengah -
I rian Barat -
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Pasal 3

waki | - waki | gol ongan- gol ongan karya berjunm ah 200 orang yang
terbagi sebagai berikut :

a. ol ongan Tani - 40 or ang;
b. ol ongan Bur uh/ Pegawai Negeri - 40 "
C. ol ongan Pengusaha Nasi onal - 3 " (besar
pert engaha
n dan
kecil);
d. Col ongan Koper asi - 5
e. Col ongan Angkat an' 45 - 3
f. ol ongan Angkatan Bersenjata - 45
g. Col ongan Vet eran - 5
h. Golongan Alim U anma | sl am - 12
Kat hol i k - 3
Pr ot est an - 4
H ndu Bal i - 3
i Col ongan Penuda - 10
] - Col ongan Wanita - 10
k. Col ongan Seni man - 3
l. Col ongan Wart awan - 4
m Col ongan Cendeki awan/ - 10
Pendi di kan

Presi den dapat nenetapkan gol ongan-gol ongan karya | ain maupun
mengubah jum ah wakil masing-nmasi ng gol ongan karya tersebut
pada ayat (1) pasal ini.

BAB | |
SYARAT- SYARAT KEANGGEOTAAN

Pasal 4

Syar at - syarat keanggotaan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara
adal ah sebagai beri kut:

a.

oo

syarat - syarat keanggot aan Dewan Perwaki| an Rakyat berl aku juga
bagi anggota Mjelis Pernusyawar at an Rakyat senent ara.

Setuj u dengan kenbal i kepada Undang-undang Dasar 1945.

Seti a kepada perjuangan Republik | ndonesi a;

Setuj u dengan Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus
19509.



BAB |11
PENGANGKATAN ANGGOTA

Pasal 5

(1) Untuk pengangkatan anggota-anggota Mjelis Pernusyawaratan
Rakyat Senmentara dari utusan-utusan daerah Dewan- dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah yang bersangkutan nengaj ukan cal on-
cal on kepada Presiden dal amjum ah sebanyak- banyaknya dua kal
jatah yang ditentukan untuk daerah itu pada pasal 2 Peraturan

ini.
(2) Apabila belum ada Dewan Perwakil an Rakyat Daerah, naka Kepal a
Daerah tingkat | nengajukan calon-calon termaksud pada ayat

(1) pasal ini dengan nenperhatikan pertinbangan instansi-
instansi sipil dan mliter, organisasi-organisasi rakyat dan
t okoh-t okoh di daer ahnya.

Pasal 6
Unt uk pengangkat an anggot a-anggota Majelis Pernusyawaratan Rakyat
Senentara dari wakil-wakil gol ongan-gol ongan karya Presiden dapat
mnta calon-calon dari organisasi-organi sasi gol ongan- gol ongan
karya yang ada.

Pasal 7

Presi den bol eh nmenet apkan pengangkat an anggot a-anggota |lain di |uar
pencal onan ternmaksud pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan ini.

BAB |V
BERHENTI ANTARA WAKTU
Pasal 8
(1) Seorang berhenti antara waktu sebagai anggota Majelis

Per mrusyawar at an Rakyat Senent ar a

kar ena neni nggal duni a;

atas perm ntaan sendiri;

karena kehi | angan kewar ga- negaraan Republ ik | ndonesi a;

karena dengan putusan Hakim yang tidak dapat diubah

lagi, dipecat dari hak pilih atau sedang nenjal ani
hukuman penjara atau kurungan termasuk di dal amya
kurungan pengganti berdasarkan kej ahat an;
e. karena oleh Majelis Pernmusyawaratan Rakyat Senentara
di nyat akan nel anggar sunpah.

(2) Presiden dapat nenberhentikan setiap waktu anggota Majelis
Per nusyawar at an Rakyat Senentara antara waktu yang ternyata
tidak nmenenuhi |agi salah satu syarat tersebut pada pasal 4
Peraturan ini.
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BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Presiden ini berlaku nmulai hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya. rnenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desenber 1959
Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 1959,
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 12 TAHUN 1959
t ent ang
SUSUNAN MAJELI S PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

| . PENJELASAN UMM

Dekrit Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan Perang Republik
| ndonesia tanggal 5 Juli 1959, vyang nenetapkan berlakunya | agi
Undang-undang Dasar 1945, nenyatakan bahwa dalam waktu vyang
sesi ngkat - si ngkat nya akan di bentuk Mjelis Pernusyawaratan Rakyat
Senentara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakil an
Rakyat ditanbah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
gol ongan- gol ongan.

Ber hubung dengan itu naka ditetapkanl ah Penetapan Presiden No.
2 tahun 1959, vyang nenentukan bahwa sebelum tersusun Myjelis
Per musyawar at an Rakyat nenurut Undang-undang sebagai mana di maksud
dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar, dibentuk Mjelis
Per nusyawar at an Rakyat Senentara, yang terdiri atas anggot a- anggot a
Dewan Perwaki | an Rakyat yang di maksud dal am Penet apan Presi den No
1 tahun 1959, ditanbah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan
gol ongan- gol ongan nenurut aturan-aturan yang di muat dal am Penet apan
Presiden No. 2 tahun 1959 tersebut.

Unt uk mel aksanakan aturan-aturan dal am Penet apan Presiden No.
2 tahun 1959 ternaksud ditetapakanl ah Peraturan Presiden tentang
Susunan Maj el i s Pernusyawar at an Rakyat Sementara ini

Mengi ngat sifat senentara dari pada Mjelis Permusyawarat an
Rakyat, maka badan tersebut berlangsung untuk waktu paling lama 3
t ahun.



1. PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

1

Menurut pasal 1 ayat (2) Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959
maka jum ah anggota Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara
di t et apkan ol eh Presi den.

Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Senentara nengingat
pasal 3 Undang-undang Dasar adalah nenetapkan garis-garis
besar dari pada hal uan Negar a.

Ber hubung dengan hal tersebut nmaka jumlah anggota Mjelis
Per nusyawar at an Rakyat Senentara ditetapkan sekurang-kurangnya
dua kali jum ah anggota Dewan Perwakil an Rakyat .

Anggota tanmbahan WMjelis Pernmusyawaratan Rakyat Senentara,
yang nmenurut pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959
diangkat oleh Presiden, terdiri dari utusan-utusan dari
daerah-daerah dan dari gol ongan-gol ongan | nbangan jumn ah
ut usan- utusan dari daerah-daerah dan jum ah utusan-utusan dar
gol ongan-gol ongan karya ditentukan kira-kira 1 : 2

Ket entuan tersebut didasarkan atas pertinbangan bahwa untuk
pel aksanaan penbangunan senesta perlu dinobilisr kebulatan
usaha dari gol ongan-gol ongan karya tanpa nerugi kan kepenti ngan
khusus daer ah- daer ah.

Hal ini kiranya dapat terjam n dengan kenyat aan bahwa di antara
ut usan- ut usan gol ongan-gol ongan karya tentu terdapat tokoh-
t okoh gol ongan-gol ongan karya dari daer ah- daer ah, yang
di sanpi ng nmengut amakan kepent i ngan- kepent i ngan khusus
gol ongan-gol ongan karya masing-nmasing, tentu juga tidak
mengabai kan kepenti ngan- kepenti ngan khusus daerah asal nya.

2

Dengan nengi ngat penjelasan atas pasal 1 diatas, maka juni ah

utusan dari masi ng-nasi ng daerah tingkat | ditetapkan sebesar:

a.5 orang untuk daerah-daerah, yang penduduknya berjumn ah
| ebih dari 3 juta;

b.4 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjum ah
diantara 1 dan 3 juta;

c.3 orang untuk daerah-daerah yang penduduknya berjumn ah
kurang dari 1 juta;

dengan pengertian bahwa dalam hal ini 4 daerah admnistratif

yang terdapat di Sul awesi masing-nasing diperl akukan sebaga

Daerah tingkat |I.

3

Nama gol ongan- gol ongan karya vyang disebut dalam Peraturan
Presiden ini agak berlainan dengan yang disebut dalam
penbent ukan Dewan Pertinbangan Agung Senentara dan Dewan
Per ancang Nasi onal .

Antara lain tidak disebut |agi golongan "Peranakan Ti onghoa/
Bel anda", yang di nasa sekarang di pandang kurang tepat, karena
banyak warga-negara keturunan asing kini sudah tanpil kenmuka
ber sama- sama dengan war ga-negara aseli sebagai utusan daerah
at aupun waki |l gol ongan karya/ politiKk.

Sebal i knya disebutkan disini golongan "kooperasi", Kkarena
kedudukan nereka dianggap penting, nmengingat ketentuan dal am



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar.

Sekal i pun dem kian, Presiden dapat nenetapkan gol ongan-
gol ongan karya lain, begitu pula nmengubah jum ah wakil masing-
masi ng, golongan karya tersebut pada ayat (1) pasal ini,
apabi | a di pandang per| u.

4
Adal ah sewaj ar nya apabi | a anggot a t anmbahan Maj el i s
Per nusyawar at an Rakyat Senentara harus nenenuhi syarat-syarat
yang ditentukan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
mer angkap keanggot aan Maj el i s Per musyawar at an Rakyat
Senent ara, karena kedua kategori anggota tersebut nanti duduk
ber sama dal am sat u badan

Dengan sendirinya nereka harus pula nenyetujui dekrit
Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli.
1959, yang nenyat akan berl akunya kenbali Undang-undang Dasar
1945 dan yang nenungkinkan Mjelis Pernusyawaratan Rakyat
Senmentara ini.

Agar supaya Mjelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara nanti
bekerja dal am suasana yang patriotik, sesuai dengan jiwa dan
semangat Prokl amasi Kenerdekaan |ndonesia 17 Agustus 1945,
maka anggot a- anggot anya seharusnya terdiri dari orang-orang
yang setia kepada perjuangan Republik | ndonesi a.

Begitu pula anggota-anggota Majelis Pernusyawaratan Rakyat
Senentara seharusnya terdiri dari orang-orang yang setuju
dengan Manifesto Politik Presiden tanggal 17 Agustus 1959,
yang tel ah dijadi kan hal uan Negara nenj el ang keputusan Majelis
Per rusyawar atan Rakyat nengenai garis-garis besar haluan
Negar a.

5

Unt uk nenudahkan Presiden dal am pengangkatan anggot a- anggota
tanbahan Mjelis Pernmusyawaratan Rakyat senentara seperti
di t entukan dal am pasal 3 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959,
maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan
mengaj ukan cal on-cal on dalam junm ah sebanyak-banyaknya dua
kali jutuh yang ditentukan bagi daerahnya mnasing-nmasi ng pada
pasal 2 Peraturan Presiden ini.

Ji ka dal am suatu daerah bel umterbentuk suatu Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah, maka Kepal a Daerah tingkat | yang bersangkutan
nmengaj ukan cal on-calon seperti termaksud diatas, setelah
nmendengar instansi-instansi resm dan tidak resm ataupun
per seor angan di daer ahnya, yang di pandang perlu atau penti ng.

6

Dal am pengangkat an anggot a- anggot a t anbahan Majelis
Per nusyawar at an Rakyat Senentara dari gol ongan- gol ongan karya,
Presiden dapat mnta calon-calon dan organi sasi-organisasi
gol ongan- gol ongan karya yang ber sangkut an.

7

Ji ka dipandang perlu Presiden dapat nengangkat orang-orang
lain dari pada yang dical onkan nmenurut pasal 5 dan pasal 6
di at as sebagai anggota tanbahan Mj el i s Pernusyawar at an Rakyat



Senent ar a.
Pasal 8
Ayat (1). Mengatur soal berhenti antara waktu dar
anggota Maj el i s Pernusyawar at an Rakyat Senent ar a.
Ayat (2). Ketentuan ini Kkiranya sudah sewaj ar nya.

Pasal 9
Cukup j el as.

Ter masuk Lenbar an-Negara No. 150 tahun 1959.

D ket ahui :
Ment eri Muda Kehaki man

SAHARDJO
CATATAN

Semua

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959

YANG TELAH DI CETAK ULANG
SUMBER : LN 1959/150; TLN NO 1917



